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ABSTRAK

Judul : Kebebasan Beragama Di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya Di
Medaeng Sidoarjo

Nama : Shobihatul Fu’adah (E02215021)
Pembimbing : DR. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag dan Dr. Akhmad Siddig, MA

Menurut Universal Declaration of Human Rights (UDHR) memaknai
kebebasan beragama sebagai hak untuk beragama, berpindah agama dan menjalankan
ajaran agamanya secara sendiri maupun kelompok baik di tempat umum atau Pribadi.
Dalam kovenan sipil dan politik pasal 18 tahun 1948 menyatakan setiap seseorang
berhak mendapatkan hak-hak kebebasan dalam menjalankan ibadahnya tanpa ada
paksaan. Hak-hak kebebasan juga harus dimiliki setiap orang walaupun itu seorang
narapidana dan tahanan yang sebagian hak-haknya dirampas. Rumah tahanan kelas 1
Surabaya yang terletak di Medaeng di mana penghuni rumah tahanan terdapat kurang
lebih 3000 orang sedangkan kapasitanya hanya kurang lebih 500 orang. Penelitian ini
berusaha menjawab beberapa hal: (1) apa kebijakan di rumah tahanan ini. (2) apa saja
kegiatan keagamaan penghuni di rumah tahanan ini. (3) bagaimana narapidana dan
tahanan diberi kebebasan menjalakan ibadahnya. Penelitian kualitatif ini
menunjukkan bahwa kebebasan beragama di rumah tahanan kelas 1 Surabaya
sepenuhnya dibebaskan dalam memilih dan menjalankan ibadanya sesuai dengan
kepercayaaan masing-masing. Adapun narapidana dan tahanan tidak menjalankan
ibadanya itu tidak ada paksaan dari petugas rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Namun
demikian, tempat beribadahnya belum tersedia bagi yang beragama Hindu, Buddha
dan Konghucu. Kebijakan di rumah tahanan ini mendorong pembinaan untuk
mengubah diri seseorang menjadi lebih baik. Untuk pelaksanaan pembinaan di rumah
tahanan ini kurang berjalan dengan baik dikarenakan ada pengabaian terhadap agama
minoritas seperti agama Hindu, Buddha dan Konghucu.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, HAM, Rumah Tahanan.



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM....ctittiiiiiiiiiteiitiiiitiettiaeiatitmmnciesscescissmacescssssscsionsn i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN....cccoiitiiiiiiiiiiiiiiiiinnnennennnn I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING......ccccccttiiiiiiiniiiiinecniinnnnn iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.........cccooviiiiiii \Y
HALAMAN MOTTO....ciiitiiiiiiiiiiniieiieiieiiiieiieiieimieeeisciececncicesscnnn \%
KATA PENGANTAR......ccctitiitiiiiintintinciacetcnsentenssncesenccncscasensansenn, Vi
PERSEMBAHAN. . ccctiitiiittitiiiiiiiittiiititiiiiassstessssmmensssscsssenscsasei, iX
D - N X
DN L 7 N I Xi

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. ..., 1
B. Rumusan Masalah................ 4
C. Tujuan Penelitian. ........oouiiiiiiiiiint it e e e e eee e 5
D. Kegunaan Penelitian. ...........c.ooiiiiiiiiini i 5
F. Tinjauan Pustaka...........coeiiiiniieii e e 6
G. Metodologi Penelitian.............o.ooiiiiuiiiii i 8
H. Sistematika Pembahasan..................cooiiiiiiiiii 13

BAB Il KERANGKA TEORIK

A. Kebebasan Beragama..........coo.vuiuiiiiiiiiiiiii 15
B. Norma-norma Kebebasan Beragama............... co..coevieviieneininn.n 19
C. Prinsip-prinsip Kebebasan Beragama..................ccooeveiiiiiiiniiiine 22
D. Batasan-batasan Kebebasan Beragama..................cocooviiiiiiiinnn 25
E. Hak-hak Dasar Narapidana...................cocooiiiiiiiiiiiiiiin i, 27

Xi



BAB Il DATA UMUM

A. Sejarah Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.............ccccceeiiiiiiinnnn 30
B. Letak GeOrafiS. ... c.ovuiniiniieiit e 33
C. Sarana Prasarana..............o.e.eeueeeenten ittt 34
D. Kegiatan Penghuni Rumah Tahanan..........................c 37
E. Keadaan Sosial...........ccooiiiiiiiiiii 40

BAB IV PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA
A. Kebijakan Kehidupan Keagamaan Di Rumah Tahanan...................... 43

B. Kegiatan Keagamaan....................oiiiiiii 50
C. Kebebasan Narapidana Dalam Menjalankan Agama yang Diyakini......54

BAB VI PENUTUP

AL KesSIMPUIAN. ..o 60

Bl Saran. ... e 61
DAFTAR PUSTAKA . .t e 62
LAMPIRAN

xii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kovenan Sipil dan Politik pasal 18 dinyatakan bahwa setiap orang berhak
atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencangkup kebebasan
untuk menetapkan agama dan kepercayaan atas pilihannya sendiri dan tidak seorang
pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya dan kebebasan menjalankan
agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum dan
keperluan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan moral masyarakat
atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.*

Penulis berpikir dan bertanya-tanya bagaimana kebebasan beragama
seorang tahanan?, apakah ada paksaan dari petugas negara? apakah ada batasan dalam
menjalankan ibadahnya?, sedangkan dalam pasal 18 sudah dijelaskan tentang
kebebasan beragama dan negara seharusnya pasif mengenai kebebasan beragama
dalam arti negara tidak ikut campur kebebasan warga negaranya dan jika kebebasan
seorang tahanan dibatasi oleh ketentuan hukum dalam segi mana saja yang dibatasi
oleh hukum. Hal ini yang membuat penulis terispirasi mengangkat tema kebebasan

beragama.

! Kovenan Sipil dan Politik pasal 18.



Menurut Universal Declaration of Human Rights (UDHR) memaknai kebebasan
beragama sebagai hak untuk beragama, berpindah agama dan menjalankan ajaran
agamanya secara sendiri maupun kelompok baik di tempat umum atau Pribadi.?

Sejatinya kebebasan beragama berhak dimiliki semua orang yang hidup di
atas muka bumi ini tanpa terkecuali. Tidak dipungkiri orang yang melanggaran
undang-undang atau yang menjalani hukuman (narapidana) juga berhak mendapat
kebebasan beragama. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah SWT berhak
menentukan pilihan mau beriman kepada Allah atau kafir atau di beri kebebasan
dalam menjalankan agamanya.

Konflik sosial yang terjadi di masyarakat maupun rumah tahanan tidak
menutup kemungkinan ketika hak dan kewajibannya berjalan tidak seimbang. Agama
hadir mengiringi kehidupan umat manusia untuk mengatur tata keimanan dan tata
kaidah yang berhubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan.
Tetapi manusia diberi kebebasan dalam menjalakan agamanya tidak boleh ada
paksaan dari siapun untuk menjalankan suatu ibadahnya.

Dalam kasus pemaksaan menjalankan ibadahnya terjadi pada salah satu
rumah tahanan di cianjur seorang salah satu narapida yang di tempatkan di rumah
tahanan LAPAS Il B Cianjur, seorang narapidana yang bernama Hendra (34) kisah
napi yang melakukan kasus pembunuh ini bertobat, lantaran ada pemaksaan dari

petugas kepolisian yang enggan disebut namanya, petugas ini kerap memaksakan

2 Fawaizul Umam, Kala Beragama Tak Lagi Merdeka (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015),
12.



menjalankan ibadahnya mulai dari kewajiban lima waktu hingga sunnah. “Petugas
tersebut juga membangunkan untuk menjalankan shalat subuh dan meminta untuk
membaca alquran”, ujar Hendra. Kasus pemaksaan yang dilakukan oleh pihak
petugas kepolisian terhadap narapidana itu bentuk tidak ada kebebasan dalam
menjalankan keagamaannya.®

Sesungguhnya manusia hidup dalam dunia ini memiliki pilihan menjadi
baik atau buruk dalam arti manusia diberi kebebasan untuk menjadi penentang Tuhan
maupun berserah kepada Tuhan. Adanya kasus pemaksaan dalam menjalankan
ibadahnya yang terjadi di dalam rumah tahanan seperti kasus yang di atas, hal ini
menjadi penulis tertarik ingin melakukan penelititian terhadap hak-hak narapida dan
bagaimana kegiatan keagamaannya.

Penulis melakukan penelitian tepatnya di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di
Medaeng karena salah satu tepat yang strategis dimana rumah tahanan kelas 1
Surabaya merupakan pusat rumah tahanan daerah Surabaya tidak hanya itu rumah
tahanan tersebut dekat dengan tempat saya tinggal dan baru- baru ini ada kasus terjadi
di medaeng waktu Imlek 2019 yang kemaren, salah seorang narapidana yang
bernama Hanry Jocosity Gunawan alias Ceng Liang. Narapidana yang menjalani
masa hukuman 7 tahun setengah dan baru menjalini hukuman 3 tahun. Kasus

terhadap Ceng Liang ini lantaran mengajukan permohonan kepala rutan Medaeng

% Detiknews, Napi Pembunuh Yang Mengenal Tuhan Dari Penjara”, https//m.detik.com/news/berita-
jawa-barat/d-4026550/kisah-hendra-napi-pembunuh-yang-mengenal-tuhan-dari-penjara (selasal9
Februari 2019, jam 20.00).




untuk merayakan imlek di luar rutan. Tetapi kepala rumah tahanan Medaeng (Teguh
Pamuji) dengan tegas menyampaikan tidak akan memberikan izin kepada Henry bila
tahanan penipuan ini mengajukan izin imlek. Aturan dalam perizinan itu ada tahapan
dan syarat. Teguh Pamuji mengatakan “jadi ada tahapan dan syaratnya. Misal sakit
keras, wali nikah, atau orang tuanya meninggal. Tapi kalau untuk perayaan Imlek saja
yah tidak akan kita beri izin”.* Maka dari kasus di atas kita bisa menarik kesimpulan
mengenai kebebasan menjalakan imlek di luar tahanan tidak di izinkan oleh aparat
kepolisian dikarenakan ada aturan persyaratan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti
di rumah tahanan kelas 1 Surabaya yang di Medaeng dan penulis ingin mengerti

keadaan rumah tahanan serta kebebasan keagamaannya dan apa saja yang dibatasi

dalam menjalankan keagamaannya.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kebijakan kehidupan keagamaan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya
di Medaeng Sidoarjo?
2. Apa saja kegiatan keagamaan penghuni rumah tahanan kelas 1 Surabaya di
Medaeng Sidoarjo?
3. Bagaimana kebebasan narapidana dan tahanan dalam menjalankan agama yang

diyakininya?

* APoline,” Imlek, Ceng Liang diramaikan Minta Keluar Medaeng”,
http://surabayapagi.com/read/183549/2019/01/28/imlek-cen-liang-diramaikan-minta-keluar-
medaeng.html. (Senin, 8 April 2019, 19.00).



http://surabayapagi.com/read/183549/2019/01/28/imlek-cen-liang-diramaikan-minta-keluar-medaeng.html
http://surabayapagi.com/read/183549/2019/01/28/imlek-cen-liang-diramaikan-minta-keluar-medaeng.html

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kebijakan kehidupan keagamaan di rumah tahanan kelas 1
Surabaya di Medaeng Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kegiatan keagamaan penghuni rumah tahanan kelas 1
Surabaya di Medaeng Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui narapidana diberi kebebasan dalam menjalankan agama

yang diyakininya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi jurusan Studi Agama-agama

baik secara teotis dan praktis.

1. Kegunaan secara teoritis
Peneltian ini diharapakan bisa memberi bisa memberikan tambahan
wawasan ilmu pengetahuan bagi jurusan studi agama-agama khususnya

pada mata kuliah agama, civil dan hak asasi manusia.

2. Kegunaan secara praktis
Penelitian ini diharapakan bisa memberi atau menambah bahan informasi
bagai para peneliti. Dan diharapakan dari hasil penelitian ini akan
menambah khazanah dan menambah sikap kebebasan beragama khusunya
bagi petugas rumah tahanan dan penghuni di rumah tahanan kelas 1

Surabaya.



E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya tentang tema sejenis, sehingga diketahui secara jelas
posisi dan kontribusi peneliti. Dalam mengahasilkan peneliti yang komperatif, untuk
memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka sebelumnya harus
dilakukan sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitiannya.

Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah
terdapat beberapa pembahasan tentang kebebasan keagamaan tahanan. Diantaranya
skripsi yang membahas tentang salah satunya adalah :

Penelitian baru-baru ini tentang bimbingan keagamaan dalam menanamkan
nilai-nilai keislaman pada binaan Lembaga Pemasyrakatan Lapas Kelas 1I-A
Pamekasan oleh Ainul Muttagin (2018),°> penelitian ini bertujuan bagaimana
bimbingan keagamaan yang diterapkan, dampak dari bimbingan keagamaan tersebut
serta faktor yang perndorong terlaksana bimbingan keagamaan.

Peneliti selajutnya adalah Intensitas Keagamaaan tahanan (RUTAN) Negara
Kelas 1 Surabaya di Medaeng Waru Sidoarjo oleh Zuliana (2005),°menjelaskan
tentang pemahaman dan pengalaman keagamaan tahanan wanita di rumah tahanan
negara kelas 1 Surabaya juga membahas faktor-faktor  yang mempegaruhi

pemahaman keagamaan tahanan wanita di rumah tahanan negara kelas 1 Surabaya.

® Ainul Muttagin, “Bimbingan Keagamaan dalam Menanamkan Nilai-nilai Keislaman Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 11-A Pamekasan” (Thesis tidak diterbitkan, Universitas Islam
Negeri Surabaya, 2018)

$Zuliana, “Intensitas Keagamaan Tahanan Wanita Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya Di
Medaeng Waru Sidoarjo” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2005).



Penelitian yang tidak jauh berbeda tentang kebebasan beragama dan
implementasinya dalam pandangan Islam oleh Lilik Mutamima (2005),” menjelaskan
kebebasan beragama dalam pandangan Islam dan Implementasi dari konsep beragama
terhadap pluralisme agama.

Penelitian yang hampir sama tentang perlindungan hak katas kebebasan
beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia (2011),® menjelaskan semua
orang mendapat jaminanan dalam hak atas memeluk agamanya di Indonesia.

Penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia
(2011),” menjelaskan terkait pembangunan tempat ibadah yang ada di Indonesia
dengan ketentuan SKB Menteri tahun 2006 serta memupuk rasa toleransi tanpa
adanya diskriminasi.

Dilihat dari penetian-penelitan yang sudah ada penelitan ini memiliki perbedaan
dari penelitian yang dipaparkan di atas. Penelitian ini membahas tentang kebebasan
beragama di rumah tahanan kelas 1 Surabaya yang di dalamnya menjelaskan
kebijakan kehidupan, kegiatan keagamaan dan hak-hak kebebasan dalam

menjalankan ibadanya.

" Lilik Mutamima,” Kebebasan Beragama dan Implementasinya Dalam Pandangan Islam” (Skripsi
tidak diterbitkan, Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2005).

® Fatmawati, “perlindungan hak katas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum
Indonesia”, Jurnal Konstitusi,Vol. 8 No. 3 (Juli, 2011).

% Nella Sumika Putri,” Pelaksanaan Kebebasan di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2
(Mei, 2011).



F. Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan metode penelitian yang
memiliki sekumpulan peraturan dan prosedur digunakan untuk membahas konsep
teoritis mengenai suatu cara atau metode untuk memperoleh kebenaran.'® Dan metode
penelitian yang dibutuhkan karya ilmiah ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell
penelitian kualitatif adalaah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata,
laporan terinci dari pandangan reresponden dan melakukan studi pada situasi
yang alami. Penelitian kuaitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif.
Penelitian kualitatif berangkat dari teori menuju data juga menyelidiki suatu
fenomena sosial dan masalah manusia.'’ Dalam penelitian ini peneliti akan
mendapatkan data dari kebebasan beragama rumah tahanan kelas 1 Surabaya.
Sehingga dari penelitian ini bisa menggambarkan, menjelaskan dan juga
menganalisis secara luas dan teliti.
2. Metode pengumpulan data
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data menggunakan
metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

19 juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: KENCANA, 2011), 22.
11 B
Ibid., 34.



Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi atau
pengamatan dan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai
fenomena sosial dengan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan
pencatatan. Observasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Metode observasi ada dua jenis diantaranya: Pertama, observasi
partisipatif dimana obeservasi ini ikut aktif berpartisipasi pada aktivitas
dalam segala bentuk yang sedang diselidiki. Kedua, observasi non
partisipatif dimana observasi ini tidak melibatkan diri ke dalam lapangan,
pengamatan hanya mendapat gambaran obyeknya sejauh penglihatan dan
pengamat tidak dapat merasakan keadaan sesungguhnya.?

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk melakukan observasi
yang mengaharuskan peneliti melihat keseharian rumah tahanan kelas 1
Surabaya dan juga memahami perilaku-perilaku kebebasan beragama
yang ada. Dalam rumah tahanan kelas 1 Surabaya yang berada di jalan
Letjen Soetoyo, peneliti melakuka observasi ke rumah tahanan kelas 1
Surabaya sudah enam kali. Objeknya peneliti adalah narapidana dan
tahanan juga petugas. Adapun kondisi keadaan dalam rumah tahanan
kelas 1 Surabaya ini sangat luas yang di dalamnya terlihat lapangan
lumayan luas dan terdapat gereja, taman yang rindang, kantin kantor juga

ada aula untuk pengunjung narapidana dan tahanan. Di rumah tahanan

12J0ko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Reneka Cipta, 2004), 63.
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kelas 1 Surabaya sangat padat penghuni narapidana dan tahanan yang
berkeliaran.
b. Metode wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara atau suatu
kegiatan dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dengan
mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para reponden. Metode
wawancara ini dilakukan terhadap satu atau lebih dari satu responden guna
mendapat informasi mengenai penelitian.™

Dalam penelitian ini, penulis mencari data dengan menggunakan
kegiatan wawancara langsung dengan pegtugas rumah tahanan kelas 1
Surabaya, narapidana dan tahanan. Informasi yang sudah didapatkan bisa
menambah pemahaman penulis terhadap objek yang dikaji. Adapun
pegawai yang diwawancarai ada 4 orang yang pertama, bernama Andri
setyawan selaku kepala bagian bantuan hukum. Kedua, Emal Baskoro
pengatur mode 1 bagian bantuan hukum. Ketiga, Banendra Rhama
pengatur mode 2 bagian bantuan hukum dan keempat, Aris Siswanto,
bagian pengaman. Adapun vyang narapidana dan tahanan yang
diwawancarai ada 6 orang yang pertama, tahanan yang berinisial C yang
bergama Kristen berusia 31 tahun terkena kasus narkotika.

Kedua, narapidana yang terkena kasus perampasan yang berinisial

TS berusia 38 tahun yang beragama Islam. Ketiga, tahanan berinisial P

13 Joko Subagyo,Metode Penelitian, 39.
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yang terkena kasus pemalsuan berkas berusia 33 tahun beragama Islam.
Keempat, tahanan berinisial HS berusia 38 tahun beragama Islam, masuk
penjara terkena kasus penggelapan dana kelima, tahanan yang berinisial
AP berusia 25 tahun beragama Islam yang terjerat kasus perampokan dan
terakhir keenam, salah satu tahanan yang berinisial A yang bergama Islam
usia 25 tahun terkena kasus narkoba. Jadi untuk informen yang
diwawancara total 10 orang. Adapun kendala dalam wawancara itu adalah
tempat, tempat wawancara kurang begitu nyaman tetapi masih bisa
dikondisikan.

Metode Dokumentasi

Metode dokementasi adalah penelitian yang mencari data-data tertulis
maupun tidak tertulis yang mengandung petunjuk relavan terhadap objek
penelitian bisa berupa buku-buku, majalah, dokumen dan lain-lain
digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan
penelitian.’* Metode dokumentasi ini mempunyai tujuan vyaitu
memudahakn penulis dalam memperoleh data secara tertulis dan juga
gambaran mengenai kebebasan rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan arsip dokumen rumah tahanan kelas 1

Surabaya.

3. Metode Analisis Data

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996),

34.
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Analisa data merupakan suatu upaya analisis terhadap data penelitian yang
dilakukan guna mengorganisasikan data dengan cara memilah-milah dan
menata data hasil observasi, wawancara dan lain-lain untuk meningkatkan
pemahaman penelitian.**Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Riset deskriptif yaitu yang bersiafat eksploratif yang bertujuan untuk
menggambarkan keadaan atau status fenomena.® Dalam hal ini peneliti ingin
mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Analisa
peneliti membantu melihat keadaan yang di rumah tahanan kelas 1 Surabaya
dimana keadaan di rumah tahanan sangatlah ramai yang dihuni oleh narapidana
dan tahanan yang berjumlah kurang lebih 3000 sedangkan kapasitas hanya
kurang lebih 500 orang penghuni narapidana dan tahanan.

Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpijak
dari hasil observasi dan wawancara serta buku-buku yang mendukung, maka
analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah mendeskripsikan atau
memaparkan kembali seluruh data yang ada secara objektif. Untuk memahami

penalaran yang terkandung dalam seluruh pembahasan.

!> Noeng Muhadjir, MetodologiPenelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1989), 104.
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 213.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing
menampakkan titik berat berbeda,namun dalm satu kesatuan yang berhubunagan
sehingga tidak dapat dipisahkan.

Bab pertama merupakan tahap pengenalan awal yang disebut pendahuluan
yang didalamnya meliputi: latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
penegasan judul, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika
pembahasan. Dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skrpisi secara
keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi
pedoman bab kedua, ketiga,keempat dan kelima.

Bab kedua berisi landasan teori dan tinjauan umum tentang pengertian makna
kebebasan beragama, norma-norma kebebasan beragama, prinsip-prinsip kebebasan
beragama, batasan-batasan kebebasan beragama dan hak-hak dimiliki oleh narapidana
dan tahanan.

Bab ketiga merupakan pembahasan yang menkaji tentang data umum obyek
penelitian. Membahas sejarah, letak geografis, kegiatan narapidana dan tahanan,
sarana prasarana juga keadaan soasial di rumah tahanan, kegiatan keagamaan
penghuni rumah tahanan dan profil rumah tahanan Lapas kelas 1 Surabaya.

Bab keempat membahas analisis tentang gambaran obyek penelitian yang
meliputi kebijakan kehidupan keagamaan narapidana dan tahanan, kegaitan

keagamaan dan kebebasan beragama di rumah tahanan kelas 1 Medaeng.
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Bab kelima merupakan tahap terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari

seluruh bahasan sebelumnya dan saran untuk rumah tahanan kelas 1 Surabaya.



BAB Il
Kerangka Teoritik

A. Kebebasan Beragama

Makna kebebasan menurut tokoh Thomas Hobbes mengartikan kebebasan ialah
sebagai absennya halangan-halangan yang datang dari luar diri seseorang atau
meniadakan atau melepaskan hal-hal yang mampu menghalangi manusia untuk
berpikir dan berkendak atas kekuatan yang dimiliki seorang tersebut. Dari sisi lain
menurut John Locke kebebasan bisa dilihat bahwa kebebasan alamiah pada diri
manusia hanya memiliki hukum alamiah pada diri mausia. Yang hanya memiliki
hukum alam pada peraturannya dan pada dasarnya kebebasan untuk mengatur
tindakan diri seseorang, mengatur kepemilikan.® Dari pemaparan diatas bisa ditarik
kesimpulan bahwa kebebasan tidak seorangpun yang bisa menghalangi untuk berpikir
dan berkehendak yang dimiliki orang tersebut dan seseorang tersebut bisa mengatur
tindakan diri seseorang untuk mengatur kepemilikannya.

Menurut Emile Durkheim agama dimaknai suatu sistem yang terpadu yang
terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan
menyatukan semua penganut dalam komunitas moral. Sedangkan menurut Harun

Nasution agama dimaknai suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berasa

! Katrin Atmadewi, “ Eksistensi Hak Asasi Manusia” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Budaya
, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), 14.

15
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dari suatu kekuatan yang gaib.? Kata agama sudah disinggung oleh dua tokoh diatas
bahwa agama merupakan sistem kepercayaan dari kekuatan gaib yang dianggap suci
dan bisa menyatukan semua penganutnya. Kata beragama mengandung huruf imbuan
‘ber’ yang bermakna memeluk atau menjalankan.

Dalam buku mengolah keragaman pemolisian kebebasan beragama di
Indonesia makna kebebasan beragama diartikan bahwa setiap orang memiliki
kebebasan di dalam membuat keputusan apa pun sehubungan dengan kenyakinan
yang dipeluknya dan mengekpresikan kenyakinannya serta nilai-nilainya. Mencakup
kebebasan beragama yang bisa didapat ialah beriman, beribadah dan memberi
kesaksian keagamaan seseorang yang dikehendakinya, mengganti keimanan atau
agama anda kapan saja dan membentuk dan menjalankan organisasi keagamaan
untuk mengekspresikan keyakinan seseorang.® Kebebasan beragama dimiliki
seseorang yang berhak atas memilih kenyakinan yang sesuai dan bisa diekspresikan
melalaui oraganisasi seseorang.

Hak kebebasan beragama dan berkenyakinan merupakan salah satu jenis hak
asasi manusia (HAM) yang tidak bisa dikurangi atau ditangguhkan oleh siapapun dan
dalam situasi apapun.* Kebebasan beragama yang tidak bisa digantikan oleh apapun.
Wacana kebebasan beragama merujuk dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia

(DUHAM).

2 M Ali Imron, Sejarah Terlengkap Agama-agama di Dunia (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 10.

® Ihsan Ali Fausi Dkk, Mengolah Keragaman Pemolisian Kebebasan Beragma (Jakarta:
Paramida,2012), 48.

* Umam, Kala Merdeka, 41.
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Hak asasi manusia (HAM) sendiri dikenal di Barat untuk pertama kali dengan
nama right of man sebelum itu dikenal dengan nama natural right dengan
perkembangan zaman akhirnya dirubah menjadi human right, yang awal mulanya
dipelopori oleh filsuf Inggris pada abad ke 17 bernama Jonh Locke.’

Secara etimologi hak asasi manusia (HAM) terbentuk dari tiga suku kata yaitu
hak, asasi dan manusia. Dua suku kata pertama hak dan asasi dari bahasa Arab
sedangkan kata manusia merupakan kata bahasa Indonesia. Kata hagq adalah diambil
dari kata haqga, yaginu, haggan artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Haqq
adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak. Kata asasi berasal dari akar
kata assa, yaussu, asassan artinya membangun, mendirikan dan meletakkan. Kata
asas adalah bentuk tunggal dari kata usus yang berarti asal, esensial, asa, pangkal,
dasar dari segala sesuatu. Kata asasi yang diadopsi dalam Bahasa Indonesia yang
berarti bersifat dasar atau pokok.® Jadi hak asasi manusia adalah suatu kewajiban
melakukan sesuatu yang bersifat pokok bagi manusia.

HAM merupakan puncak upaya maksilmal melakukan pemikiran srategis
tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki oleh manusia. HAM muncul pada

awalnya keinginan dan tekad manusia untuk diakui dan dilindungi dengan baik.

® Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholis
Madjid (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 37.

® Majda EI Mujdaj, Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Jakarta:
RAJAWALI PERS, 2008), 17.
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Tindakan-tidakan tersebut membangunkan kesadaran baru bagi manusia bahwa
dirinya memiliki kehormatan dan martabat yang harus dilindungi.’

Dalam rumusan deklarasi universal hak asasi manusia (the Universal
Declaration of Human Right) oleh perserikatan bangsa tanggal 10 Desember 1948.
Deklarsi ini didirikan untuk mengikat kebersamaan dalam melindungi harkat dan
martabat manusia yang mulia dan terhormat.®

Pembahasan sekitar Deklarasi Universal hak asasi manusia (DUHAM)
merupakan rumusan-rumusan memuat cita-cita kemanusian ideal yang wajib
dipenuhi oleh masyarakat beradab. DUHAM memberikan arti penting bagi lahirnya
kesadaran menghormati, melindungi, dan memmenuhi HAM.® DUHAM ini menjadi
titik awal dalam mewujudkan manusia yang ideal.

DUHAM sendiri terdiri dari 30 pasal yang mampu menjadi pengakuan atas
alamiah hak-hak yang sama dan tidak bisa dicabut dari seluruh umat manusia dan
menjadi dasar kebebasan, keadilan serta perdamaian di dunia. Hak kebebasan
beragama disebut dalam pasal 18 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas
kebebasan berpikir, berkenyakinan dan beragama, hak ini meliputi kebebasan untuk
mengubah agma atau kenyakinannya serta kebebasan secar pribadi atau bersama-sam
dengan orang-orang lain secara terbuka atau pribadi, praktek, ibadah dan ketaatan”.*

Dalam pasal 18 terdapat tiga jenis HAM yang dilindungi, yaitu kebebasan berpikir,

" Ibid.,19.

8 Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak, 85.

® Majda EI Mujdaj, Dimensi-dimensi HA, 30.

10 james W.Nickel, Hak Asasi Manusia Making Sense of Human Rights (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 1996), 269.



19

beragama dan berkeyakinan. Melindungi dalam arti semua umat manusia tanpa
terkecuali. Baik yang beragama atau berkeyakinan maupun tidak mempunyai agama

(ateis).

. Norma-norma Kebebasan Beragama

norma-norma yang termasuk dalam penyusunan hak dan kebebasan beragama.
Norma-norma ini secara universal setelah melalui proses pembahasan dan
kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama oleh seluruh anggota perserikatan
bangsa-bangsa dan norma-norma ini menjadi landasan pokok hak asasi manusia
dalam hal beragama dan berkepercayaan. Norma-norma kebebasan beragama terdiri
dari delapan norma, di antaranya yaitu:

Pertama, norma kebebasan internal. Setiap individu memiliki hak katas
kebebasan berfikir, berkesandaran dan beragama. Ini termasuk kebebasan bagi semua
individu untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan dan mengubah agama atau
kepercayaaan. Paham kebebasan bergama yang meliputi hak kebebasan berfikir, hak
berkesandaran dan hak beragama dapat diterima secara menyeluruh tanpa adanya
perdebatan. Hak tersebut mencakup perlindungan terhadap kepercayaan theistic,
nontheistic dan atheistic, sekaligus hak untuk tidak memeluk suatu agama atau

kepercayaan apapun. Dalam hal ini kebebasan internal diterima sebagai kebebasan
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mutlak.™* Norma tersebut ditekakan bahwa setiap individu memiliki kemerdekaan
dalam beragama atau berkeyakinan.

Kedua, kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan untuk
mewujudkan agama atau kepercayaannya terhadap ajaran-ajaran, praktik, ibadah dan
ketaatan baik secara individu atau komunitas bersama-sama penganut lainnya dalam
wilayah pribadi maupun publik. Kebabasan eksternal menjamin pemeluk agama atau
kepercayaan untuk menjalankan keyakinannya dalam berbagai bentuk dalam wilayah
pribadi maupun publik dan juga bisa mengeksperikan agama dan kepercayaannya
dalam komunitas bersama-sama orang lain serta bisa memperoleh pelindungan atas

1.1 Kebebasan tersebut

aktivitas-aktivitas keagamaan yang memiliki dimensi sosia
untuk mengekspresikan atau mewujudkan ajaran agama atau kepercayaanya dalam
ranah pribadi atau publik.

Ketiga, norma tanpa paksaan. Norma ini mesyaratkan tidak seorang pun di
muka bumi harus tunduk pada paksaan dan intimidasi yang akan menghalangi
kebebasannya dalam memilih suatu agama atau kepercayaan. Negara bertanggung
jawab mengatasi usaha pemaksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan
negara harus melakukan tindakan terhadap aksi-aksi pemaksaan atau negara
memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan aksi-aksi pemaksaan.*® Setiap

individu bebas menentukan pilihannya dalam manganut agama atau kepercayaan

tanpa ada paksaan dari pihak-pihak tertentu.

1 Zakiyuddin Baidhawi, Kredo Kebebasan Beragama (Jakarta: PSAP, 2005), 5.
2 1pid., 7.
3 1bid., 9.
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Keempat, norma tanpa diskriminasi. Negara diwajibkan menghargai dan
menghormati juga memastikan pada semua individu didalam wilayah kekuasaan
negara dan tunduk pada yuridiksi hak kebebasan bergama tanpa membedakan ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama atau kepercayaan. Norma ini berkaitan
dengan menghargai hukum-hukum asosiasi keagamaan. Negara dilarang melakukan
pembatasan-pembatasan pada setiap individu dalam menjalan kebebasan beragam.™
Negara juga tidak boleh berat sebelah dalam memberikan wewenangnya.

Kelima, norma hak-hak orang tua dan wali. Negara harus menghargai
kebebasan para orang tua dan wali yang sah secara hokum untuk memastikan
Pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka dan negara harus memberikan
perlindungan atas hak-hak setiap anak untuk bebas beragama sesuai mereka sendiri.
Setiap ornag tua dan wali diperkenankan mengarahkan pendidikan agama anak
mereka dengan syarat tidak melakukan pemaksaan atau tekanan bagi anak-anaknya.™
Setiap orang tua dan wali diberi kebebasan dalam menentukan pilihan bagi anaknya
tanpa ada pemaksaan atau tekanan.

Keenam, norma kebebasan berkumpul dan meperoleh status hukum. Salah
aspek penting kebebasan beragama dan kepercayaan adalah kebebasan memilih
kominitas keagamaan dimana komnitas tersebut mempunyai hak-hak peroganisasian
diri dan juga memiliki hak otonomi untuk mengurus kepentingan-kepentingan

mereka sendiri. Khususnya aspek kebebesan berkumpul ini bisa dilindungi secara

14 Baidhawi, Kredo Kebebasan, 10.
% 1hid., 11.
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penuh jika komunitas tersebut diakui oleh negara.'® Jadi kebebasan berkumpul ini
setiap komunitas memilik hak otonom untuk mengordinasi komunitasnya tersebut.

Ketujuh, norma pembatasan eskternal yang diperkenankan. Kebebasan
memanifestasikan agama atau kepercayaan seorang dapat tunduk pada batasan-
batasan yang ditentukan oleh guna untuk melindungi keselamatan umum, tatanan,
moral dan hak-hak orang lain. Pembatasan-pembatasan atas kebebasan beragam ini
bertujuan untuk memaksimalkan ruang kebebasan.'” Ada kalanya kebebasan
beragama itu dibatasi oleh hukum untuk melindungi setiap manusia.

Yang terakhir, norma non derogability. Negara sama sekali tidak boleh
mengurangi hak untuk bebas beragama atau berkepercayaan bagi setiap warga.
Kebebasan itu dimiliki setiap individu.'®

Itulah delapan norma kebebasan yang menjadi subtansi dari apa yang disebut

kebebasan beragama.

. Prinsi-prinsip Kebebasan Beragama.
Prinsip-prinsip kebebasan beragam ini berguna dirancang sebagi memaknai
kebebasan beragama dalm konteks dinamika sosial. Adapun prinsipnya di antaranya:
Pertama, kebebasan dimaknai sebagai kebebasan untuk memilih anutan agama

dan Kkepecayaan apapun, termasuk penaganut aliran kepercayaan. Sekaligus

16 Baidhawi, Kredo Kebebasan., 12.
7 1bid., 14.
'8 |bid.
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kebebasan untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaanya masing-masing.*
Kebebasan ini yang sudah harus dimiliki setiap manusia dimana memilih agama atau
kepercayaannya merupakan nilai spiritual bagi yang menganutnya.

Kedua, kebebasan beragama dimaknai sekaligus sebagai kebebasan untuk
tidak memilih beragama (ateisme). Bagi penganut tidak memilih agama harus
mempunyai sikap toleransi atau sikap menghargai dalam arti tidak menghina yang
menganut agama atau kepercayaan.® Penganut yang tidak memilih agama ini
biasanya hidup di negara yang liberal.

Ketiga, kebebasan beragama berarti kebebasan berpindah agama sesuai
dengan perseorangan. Hal ini merupakan keputusan bagi perseorangan yang
mempunyai konsekuensi tersendiri.?* Kebebasan berpindah agama itu dimiliki setiap
manusia hanya saja berpindah agama bukan segampang membolak-balikan telapak
tangan. Berpindah agama juga harus dipikirkan dengan masak dalam arti berpindah
agama kebanyakan itu dari gejolak hati perseorangan bukan paksaan.

Keempat, kebebasan beragama juga bisa menyebarkan agama yang di
anutnya, tentu dengan cara damai bukan dengan cara pemaksaan atau kekerasan baik
secara langsung maupun tidak lansung.?? Menyebarkan agama itu boleh di sebut
dengan dakwah tetapi dakwah itu bisa dilarang jika dakwah tersebut menggagu

lingkungan sekitar dan mengajak dengan paksaan.

% Umam, Kala Beragama, 74.
2% Ihid., 74.

2L |bid.

“! 1bid.

22 Umam, Kala Beragama, 74.
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Kelima, kebebasan beragama menuntut negara untuk berlaku adil terhadap
seluruh agama dan kenyakinan yang hidup di masyarakat tersebut. Negara
mempunyai kewajiban dalam tindakan tanpa adanya diskrimasi terhadap agama atau
kepercayaan yang lain.?® Negara berperan penting menjadi tonggak bagi warganya.

Keenam kebebasan beragama juga diperbolehkan menjalankan pernikahan
berbeda agama. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi negara melarang pernikahan beda
agama. Yang menjadi tanggung jawab negara adalah memastikan pernikahan tersebut
dicatat di Sipil.** Ada beberapa negara yang tidak memboleh nikah beda agama
contonya saja negara Indonesia. Hukum Indonesia persyaratan pernikahan
diantaranya mempelai harus seiman.

Ketujuh, dalam dunia Pendidikan, setiap anak didik memiliki kebebasan
untuk menentukan atau memilih agama yang ingin di pelajari. Peran orang tua dalam
membentuk sifat atau karakter itu sangat diperlukan.? Prinsip ini sama halnya norma
hak-hak orang tua dan wali yang sudah dipaparkan diatas.

Seluruh pemaknaan kebebasan beragama dan prinsip-prinsip diatas hendaknya
bisa sebagai membangun sikap toleransi yang menimbulkan pluralisme. Pluralisme

sendiri diartikan keadaan masyarakat yang majemuk.

. Batasan-batasan Kebebasan Beragama

2 bid., 75.
2 |bid.
2 bid.
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Hak untuk bebas beragama atau kepercayaan mempunyai tugas sangat
komplek untuk melindungi agama dan potensi-potensi bagi kebaikan. Sementara itu
juga diperkenankan adanya pembatasan-pembatasan atas kebebasan ini dalam
tertentu atas kebebasan ini dalam rangka menghindari bentuk-bentuk yang negatif.
Perlunya penjelasan tentang pembatasan-pembatasan ini bertujuan untuk menjaga
lima hal, di antaranya:

Pertama, tujuan pembatasan beragama atau berkepercayaan yaitu menjaga
keselamatan publik dimana kemungkinan diperbolehkan larangan-larangan itu dibuka
diranah publik tanpa ada batasan tertentu contohnya seremoni keagamaan. Jika dari
kegiatan tersebut memicu bahaya tertentu yang muncul mengancam keselamatan
orang-orang, baik kehidupan, intergritas, kesehatan atau kepemilikan mereka yang
bisa menjadi ancaman-ancaman yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan
atas keselamatan manusia atau kepemilikan. Negara memiliki wewenang untuk
mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan dan mampu untuk melindungi
keselamatan publik. Termasuk melarang atau membubarkan yang berpotensi atau
terbukti dapat memancing kerusuhan atau kekacuan.?® Pembatasan ini digunakan
untuk membatasi komunitas keagamaan diranah publik, tidak semua kegiatan
keagamaan itu disorot oleh publik.

Kedua, tujuan pembatasan atas manefistasi eksternal kebebasan beragama
atau berkepercayaan juga berlaku untuk menjamin tatanan publik. Kebebasan

memafestasikan agama atau kepercayaan hanya dapat diizinkan atas alasan untuk

26 Baidhawi, Kredo Kebebasan, 15.
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menghindari kekacauan bagi tatanan publik. Dengan kata lain adanya peraturan dari
negara untuk membentuk tatanan publik dan juga ada pelanggaran bagi yang
melanggar peraturan tersebut. Negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan
intervensi dalam membuat aturan-aturan mengenai pertemuan-pertemuan publik atau
pendirian rumah-rumah peribadatan.?’  Pembatasan bisa terjadi agar tatanan publik
untuk melindungi komunitas-komunitas keagamaan.

Ketiga, bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesehatan umum dapat
menjadi dasar bagi pembatasan kebebasan beragama. Sebagai contoh pelarangan
pemerintah atas praktik-praktik sekte keagamaan tertentu yang berhubungan dengan
pemakaian obat narkotika atau bunuh diri sebagai jalan menuju keselamatan dan
pembebasan.?® Pembatasan ini dilakukan demi semata-mata untuk keselamatan warga
negara.

Keempat, pembatasan bertujuan atas kebebasan beragama atau
berkepercayaan berangkat dari alasan-alasan untuk melindungi moral. Batasan-
batasan atas kebebasan mengekspresikan agama atau kepercayaan untuk melindungi
moral harus didasarkan prinsip-prinsip yang sudah disepakati. Konsep moral di sini
membutuhkan hasil perjumpaan dari banyak tradisi, masyarakat dan komunitas
keagamaan. % Tolak ukur setiap individu itu dilihak moralnya, dari situlah yang

moral itu harus dilindungi juga.

27 |bid., 16.
%8 bid, 17.
2 Baidhawi, Kredo Kebebasan., 18.
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Terakhir, tujuan pembatasan-pembatasan secara terukur dapat diberlakukan
dengan maksud untuk melindungi hak-hak dan kebebasan fundamental orang lain.
Pembatasan ini menggaris bawahi larangan melakukan aktivitas pemurtadan secara
paksa dan tekanan melalui kekuatan uang maupun politik dan militer. Pembatasan ini
agar kegaiatan dan aktivitas misi suatu komunitas tidak melampaui batas kewajaran.*
Pembatasan yang dilakukan supaya tidak adanya penghinaan atau penghujatan dari
komunitas keagamaan lainnya.

Pembatasan-pembatasan di atas sesungguhnya bukan bertujuan untuk mengekang
hak dan kebebasan beragama sendiri, namun lebih diarahkan sebagai upaya antisipasi

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya komunitas hak dan kebebasan

beragama yang melampaui batas dan tidak brtanggung jawab.*

. Hak-hak Dasar Narapidana

Pembinaan yang menjalani masa pidana merupakan tanggung jawab
Pemerintah dalam membentuk menusia yang seutuhnya, menyadarkan kesalahan
yang mereka buat dan memperbaiki diri bagi narapidana.

Adanya model pembinaan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan
bertujuan untuk lebih memberi bekal bagi narapidana dalam menyonsong kehidupan

setelah selesai menjalani masa hukuman. Istilah penjara telah mengalami perubahan

O1bid., 19.
1 1bid.
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menjadi pemasyarakatan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem
pembinaan terhadap paara pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan untuk
mencapai kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan
masyarakat.*> Hak paling dasar bagi narapidana itu mendapatkan model pembinaan
untuk memberi bekal dalam kehidupannya.

Dalam UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga
binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Dimana
pemasyarakat ini menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem
pemasyarakatan yang mebentuk tatanan pembinaan bagi warga binaan
pemasyarakatan. Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan
tidak mengulanginya lagi apa yang pernah dilakukannya. Kegiatan lembaga
pemasyarakatan tidak hanya sekedar menghukum dan menjaga saja akan tetapi
menyadarkan kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulanginya lagi bagi
warga binaan.* Pembinaan dibutuhkan dalam menyadarkan narapidana.

Adapun hak-hak narapida yang ditulis dalam peraturan perintah nomor 32

tahun 1999 di antaranya: pertama, setiap narapidana dan anak didik berhak

%2 Arief R. Kurniawan, Pembinaan Fisik dan Mental Berbasis Hak Asasi Manusia (Jakarta: Pohon
Cahaya, 2016), 13.
%% Kurniawan, Pembinaan Fisik, 14.
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melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Kedua, pada setiap
Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan.
Ketiga, setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti progam
pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya. Keempat, setiap
narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan
jasmani. Untuk perawatan rohani itu diberikan melalui bimbingan rohani dan
pendidikan budi pekerja dan untuk perawatan jasmani itu diberikan kesempatan
melakukan olah raga, tidur, mandi dan lain-lain. Kelima, setiap narapidana dan anak
didik yang menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi dan
masih banyak lagi hak-hak narapidana.** Hak-hak narapidana yang dibuat oleh
peraturan pemerintah itu membuktikan bahwa seseorang yang melanggar hukum juga
diberi hak-hak kebebasan dalam menjalankan agamanya.

Dalam rangka peraturan dalam UU Pemasyarakatan maka ditetapkan
peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999. Seiring berjalannya waktu
peraturan pemerintah mengalami perubahan peraturan pemerintah nomor 28
tahun 2006 tentang perubahan atas syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga
binaan. Pada tahun 2012 nomor 99 juga mengalami perubahan yang kedua

syarat dan tata cara, dimana peraturan pemerintah semakin meperketat syarat-

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999.
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syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus yang
termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi.®

Dalam konsidering peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012
disebutkan secara lansung tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak
pidana luar biasa yang dalam pemberian hak-hak narapidananya (seperti hak
mendapat pembebasan) perlu diperketat lagi sehingga peraturan Pemerintah
nomor 99 tahun 2012 juga berkedudukan untukmengatur lebih lanjut syarat-
syarat dan tata cara pelaksanaan ha-hak narapidana yang diatur dalm UU
pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2013 mengenai
pemberian remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti mengunjungi
keluarga telah menyebutkan bahwa salah satu syarat pemberian remisi dan
yang lainnya adalah melengkapi dokumen berupa kutipan putusan Hakim dan
berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. *® Dari pemaparan di atas khusus
hak mendapat remisi, asimilasi, cuti itu harus membuat surat perizinan yang

memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

% pPenny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Penelitian
Hukum, Vol. 17 No. 3, (September, 2017), 388.

% hid., 389.
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DATA UMUM

A. Sejarah Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya

Rumah tahanan negara kelas 1 Surabaya di Medaeng Sidoarjo, dibangun sejak
tahun 1976, dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri kehakiman tanggal 26
september 1985 nomor: M 01 PR.07.03 Tnun 1985. Bangunan ini semula dirancang
untuk rumah tahanan anak, namun karena kebutuhan organisasi berubah fungsi untuk
orang-orang yang melanggar hukum di wilayah Surabaya, lebih terkenal dengan
sebutan rutan Medaeng meskipun tempatnya di Sidoarjo. Namun dalam
pelaksanaannya rumah tahanan anak tidak berjalan dengan baik karena bangunan
tersebut dipakai sebagai tempat diklat pegawai Departemen Kehakiman untuk
wilayah Indonesia bagian timur. Dan pada tahun 1992, setelah turunnya Surat
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 tahun 1985, Rumah tahanan
negara kelas 1 Surabaya difungsikan kembali." Rumah tahanan kelas 1 Surabaya

sudah berdiri 27 tahun.

Rumah tahanan kelas 1 surabaya di Medaeng berdiri pada ketinggian kurang

lebih 3 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 25 sampai dengan 30 c,

! Dokumen Arsip Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.
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tempatnya strategis dekat dengan terminal Bungurasih pada pelabuhan udara juanda.
Kondisi bangunan sudah mengalami beberapa renovasi yang berguna untuk
menambah kekuatan fisik dan daya tampungnya, namun fenomena sosial berjalan
sangat cepat sehingga mempengaruhi kualitas dan kwantitas kriminal yang
berkembang pesat seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta
adanya pergeseran tata nilai sehingga mengakibatkan over kapasitas yang tidak bisa
dihindari. Rumah tahanan negara kelas 1 Surabaya dulunya bangunan rumah tahanan
kelas 1 Surabaya pada tahun 2005 diatas tanah seluas 2,757 m dengan bertambah
waktu rumah tahanan sekarang diperlebar diatas tanah seluas 15.756m?, yang terdiri
dari 11 blok dengan 90 kamar dan masing-masing kamar berkapasitas kurang lebih 5

orang dengan ukuran 4x6 meter.’

Untuk menyelenggarakan dan pengolohan rumah tahanan berdasarkan
peratuarn perundang-undang yang berlaku antara lain: pertama, Pancasila dan
undang-undang, kedua, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), ketiga,
undang-undang no.12 tahun 1995, keempat UU (Undang-undang) no.3 tahun 1998,
kelima, PP (Peraturan Pemerintah) no.27 tahun 1983 dan peraturan menteri dan SE

Ditjenpas (Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan).*

Adapun visi dan misi rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Visi: “mewujudkan

pelayanan prima terhadap para warga binan pemasyarakatan ( WBP ) dan masyarakat

2 Dokumen Arsip Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.
% Andri Setyawan, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019.
* Dokumen Arsip Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.
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serta penegakan hukum oleh petugas yang profesional, berwibawa, berwawasan dan
beriman kepada Tuhan yang maha esa guna mencapai reformasi birokrasi
pemasyarakatan”. Misi: misi rumah tahanan kelas 1 Surabaya adalah aman, solid,
religius dan iptek atau dapat disingkat menjadi “asri”’. Misi tersebut dijelaskan
sebagai berikut: pertama, aman, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan
mengedepankan pada pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah terhadap warga binaan
dan masyarakat menjunjung tinggi HAM, akan tetapi tetap waspada itu selalu diingat.
Kedua, solid. Menjunjung tinggi solidaritas sesama petugas pemasyarakatan dengan
tidak mengabaikan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga, religius. petugas rutan kelas | Surabaya harus selalu meningkatkan keimanan
dan ketagwaan kepada Tuhan yang maha esa supaya mempunyai mental dan moral
yang handal mewujudkan pelayanan yang prima tanpa adanya KKN, sehingga
menjadi panutan warga binaan pemasyarakatan (WBP) keempat. Petugas rumah
tahanan kelas | Surabaya harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin berkembang dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.” Visi
dan misi rumah tahanan klas 1 Surabaya ini untuk menigkatkan kualitas yang

menjujung tinggi solidaritas.

Untuk struktur organisasi pemerintah rumah tahanan kelas 1 Surabaya terdiri dari
kepala rumah tahanan kelas 1 Surabaya bernama Teguh pamuji, A.Md.IP., SH., MH.

Kepala urusan tata usaha bernama Ruth Purbosari, SH., MH. Untuk subseksinya, ada

> Dokumen Arsip Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.
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staff laki-lakinya ada 1 orang dan staff perempuannya ada 1 orang. Kepala kesatuan
pengamanan rutin bernama Andi Surya, A.Md., SH., MM. wewenangnya menaungi
seluruh tugas keamanan antara lain: staff laki-laki 63 dan staff perempuan 1. Kepala
seksi pelayanan tahanan bernama Ahmad Nuri Dhuka, SH. Dibawah kepala seksi
pelayanan ini. Kepala pelayanan menaungi subsi antara lain pertama, susbsi
administrasi dan perawat yang di kepalai oleh Widha Indra K, A.Md.IP., SH. Terdiri
dari staff laki-laki 16 orang dan staff perempuannya 2 orang. Kedua, subsi bantuan
hukum dan penyuluhan dikepalai oleh Andri setyawan A. M.d. IP, SH. Terdiri dari
staff laki-laki 16 orang dan staff perempuan 2 orang. Ketiga, subsi bimbingan
kegiatan di kepalai oleh Ade Wahyudi terdiri dari staff laki-laki 2 orang dan staff
perempuan 1 orang. Kepala pengolahan bernama Bambang Irawan, A.Md.IP., SH.,
MM. menaungi subsi keungaan dan perlengkapan juga menaungi subsi umum.
Kepala subsi keuangan dan perlengkapan Wahyu Nurgianto, S.Sos. Adapun staff
terdiri 7 laki-laki dan 2 perempuan. Kepala subsi bagian umum bernama Djoeni

Prasutejo, SH. Staff 1 laki-laki dan 2 perempuan.®

. Letak Geografis

Rumah tahanan negara kelas 1 Surabaya dibangun diatas tanah seluas
15.756m?.  Rumah tahanan kelas 1 Surabaya terletak di Jalan. Letjen Soetoyo.

Komplek kehakiman Waru, Sidoarjo dengan wilanyah kerjanya di bawah naungan

® Andri Setyawan, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019.
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departemen kehakiman Surabaya. ’ Tanah rumah tahanan kelas 1 Surabaya sangat

luas.

Bangunan rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng menghadap ke Barat
dengan Batasan-batasan yang mengelilingi antara lain: a. Sebelah Barat adalah
perumahan pegawai kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Jawa Timur, b.
Sebelah Timur adalah pabrik PT. Alim Steel, d. Sebelah selatan adalah pemukiman
penduduk dan terakhir d. Sebelah utara adalah perumahan pegawai rumah tahanan

negara kelas | Surabaya.

. Sarana Prasarana

Mengenai bangunan rumah tahanan (rutan) di Medaeng ini berdiri di atas
tanah kurang lebih 30.000 m luas Gedung atau banguan rutan Medaeng seluas 2,757
m yaitu tempat di tempati oleh dua jenis banguna rumah dinas karyawan rutan

tersebut yang terletak di sebelah selatan dan didepan bangunan rutan Medaeng.

Bangunan utama rutan bersifat permanen, bangunan tersebut di kelilingi oleh
pagar yang disebut Ring Mir, Panjang tembok depan 125.50 m dan panjang tembok
samping 48 m, agar mempersulit pelarian, maka di atasanya diberi kabel yang dialiri
listrik. Adapun bangunan rumah dinas pegawai yang didirikan sebelah selatan dan di
depan bangunan rutan, yang terdiri dua type yaitu type 54 para pejabat dan type 33

untuk pegawai biasa.

"Dokumen Arsip Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.
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Kondisi di rumah tahanan kelas 1 Surabaya pertama ada pagar setalah pagar
sebelah kiri ada kantor administrasi, depan pagar ada aula yang mehubungkan ke
pintu masuk. Pintu masuk sendiri terdiri dari tiga pintu. Pintu pertama sangat tebal
dari pintu yang kedua dan yang ketiga. Pintu kedua lebih tipis dari pintu pertama dan
pintu yang ketiga seperti jeruji besi. Setalah melewati pintu ketiga sebelah kiri terlihat
gereja dan sebelah kanan taman yang rindang. Selatan dari taman yang rindang ada
kantin dan sebelahnya kantor. Depannya dari kantor itu terdapat lapangan yang
lumayan luas dan belakang kantor terdapat masjid. Sebelah kanan depan kantor
terdapat tangga yang mehubungkan ke ruang aula dan beberapa blok tahanan dan

narapidana. Sebelah kiri masjid juga ada blok tahanan dan narapidana.

Untuk sel-sel tahanan ada lantai atas dan lantai bawah itu hanya sebagian saja.
Sel-sel sendiri dijadikan blok-blok total keseluruhan blok itu terdiri dari sepuluh blok
diantarnya ada blok A, B, C, D, E, F, G, H, I,J dan W Setiap blok itu tidak sama
ukurannya untuk blok A, B dan C itu blok yang paling besar dalam blok terdapat
beberapa kamar yang berukurannya 6x8 M dan dihuni kurang lebih 700 orang ini
untuk satu blok. Untuk blok D, E, F, G, H, J dan W ukurannya lebih kecil dari blok
A, B dan C yang dihuni tidak sampai 700 orang. Setiap blok terdapat musholah kecil
yang bisa dibuat sholat oleh penghuni rutan. Ada juga sel kecil yang dinamai sel
tikus, sel tikus ini ukurannya 1x2 M maksimal yang dihuni 4 atau 5 orang.® Sel tikus

merupakan sel khusus dimana sel tersebut tepat orang yang melakukan pelangaran di

® Aris Siswanto, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019.
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rutan contohnya bertekar dengan tahanan yang lain, menimbulkan kericuhan dan
masih banyak lagi. Keadaaan tempat rumah tahanan ini sangat kurang mamadai.
karena kapisitas terpasang hanya 500 orang sedangkan kapasitas nyata atau rill rata-

rata 3000 orang.’

Adapun fasilitas yang diberikan kepada narapida yaitu pertama, masjid kedua,
gereja Betani, ketiga, terdapat dua kantor depan untuk urusan administrasi dan kantor
belakang untuk urusan berkas-berkas, keempat, kantin, kelima, ruang tahanan atau
blok yang di dalamnya terdapat sel-sel tahanan dan narapidana setiap blok terdapat
musholah kecil yang bisa dibuat shalat oleh penghuni rutan, keenam poliklinik,
ketujuh aula dimana aula tersebut digunakan untuk kunjungan atau besuk untuk
keluarga tahanan dan narapidana, kedelapan area rutan dan halaman kesembilan
dapur perempuan dan dapur laki-laki, kesepuluh kamar mandi laki-laki dan kamar
mandi perempuan, kesebelas , ruang keterampilan bagi narapidana yang suka
menuangkan ide-ide kraetifitasnyan. Kedua belas, area lapangan yang bisa dibuat
oleh tahanan dan narapidana untuk beraktifitas olaragah dan apel bersama dan yang
ketiga belas ada sumur, keempat belas ada perpustakan dan terakhir ada
penampungan air juga ada tempat parkir yang disediakan untuk pegawai dan

pengunjung tahanan dan narapidana.

% Emal Baskoro, Wawancara, Medaeng, 17 Juli 2019.



37

D. Kegiatan Penghuni Rumah Tahanan

Untuk kegiatan di rutan ini sangat banyak. Kegiatan. Untuk kegiatannya
dibagi beberapa yaitu kegiatan rutin dan kegiatan satu minggu sekali juga ada
kegiatan dilakukan sebulan sekali. Kegaiatan rutin dan mingguan ini mencakup
kegiatan keagamaan, kegiatan sosial mencakup kegiatan olahraga, kegiatan bersih-
bersih dan yang lainnya.

Kegiatan keagamaan untuk para tahanan kelas 1 Surabaya sudah cukup
banyak, seperti kegiatan untuk yang beragama yang mayoritas agama Islam setiap
harinya menjalankan ibadah wajib diantaranya: shalat lima, adapun shalat lima waktu
itu ada beberapa narapidana dan tahanan yang berjamaah di masjid, puasa untuk
puasanya wajib dan sunnah yang puasa wajib ini biasanya ada kegiatan buka bersama
narapidana dan tahanan dengan keluarganya biasanya bisa satu sampai dua kali dalam
satu bulan. Ibadah sunnah diantaranya; shalat dhuha, puasa sunnahnya seperti puasa
senin dan kamis, shalat tahajud, shalat tasbih, untuk shalat tobat yang dilakukan
setiap hari kamis sore yang diadakan pihak rutan, mengaji, shalat tarawih, selawatan,
mendengarkan ceramah agama dilakukan setiap sore, istighosah dan yasinan. Untuk
ibadah sunnahnya hanya dilakukan secara individu bagi tahanan yang memeliki
kesadaran spiritual. Salah tahanan yang berinisial C yang bergama Kristen berusia 31
tahun terkena kasus narkotika. Tahanan yang beragama Kristen ini melakukan ibadah
setiap pagi ke gereja.’® Untuk tahanan yang beragama minoritas masih menjalankan

ibadahnya seperti dengan agama Buddha tahanan yang beragama Buddha masih

19 C, Wawancara, Medaeng, 17 Juli 2019.



38

menjalakan ibadahnya hanya saja fasilitas tempat peribadatannya yang belum ada,
adanya hanya tempat di blok narapidana dan tahanan yang bisa dibuat untuk
melakukan ibadahnya. Tidak semua tahanan menjalankan ibadahnya sesui dengan
kenyakinannya.'!

Kegiatan sosial yang ada di rumah tahanan kelas 1 Surabaya ini sangat banyak
mencakup kegiatan olahraga, kegiatan berolahraga ini dilaksanakan setiap hari
tahanan dan narapidana yang mau saja dan tidak wajib untuk hari jumat pagi seluruh
tahanan jadwalnya melaksanakan olahragah di lapangan rutan yang dipandu oleh
petugas rutan. Untuk kegiatan bersih-bersih itu diadakan seminggu sekali. Untuk
jatah makan itu mengambil sendiri.

Adapun jadwal yang diterapkan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya dari pagi
jam 04.00 setiap harinya melakukan shalat subuh bagi yang mau melaksanakan,
shalat subuh ada di kamar atau di blok ada juga di masjid. Jika narapidana dan
tahanan shalat di masjid itu hanya narapidana atau tahanan khusus yang dipekerjakan
dimasjid. Tepat pukul 06.30 pembukaan sel sebelum dibuka para narapidana dan
tahanan diabsen setiap bloknya. Selanjutnya pembagian makan. Jam 07.00 diadakan
senam pagi, setelah itu narapidana atau tahanan dibebaskan menjalankan kegitannya.
Hanya saja dalam jadwal itu bagi yang beragama Katolik dan Kristen ada beberapa
kegiatan keaagamaan seperti kebaktian gereja dan lain-lain. Pada jam bebas juga ada
yang dibesuk dari keluarganya. Ada salah satu tahanan yang berinisial TS berusia 38

tahun yang tekena kasus perampasan ini biasanya jam segitu sukarela membersihkan

1 p, Wawancara, Medaeng, 17 Juli 2019.
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masjid dan banyak lagi kegiatan yang lain.*? Setelah shalat dzuhur setiap hari itu
narapidana dan tahanan dimasukan blok atau penutupan blok. Jam 12.30 pembagian
makan siang yang koordinir dari petugas rumah tahanan. Jam 13.00 pembukan blok
dari pihak petugas rumah tahanan klas 1 Surabaya.

Setelah blok terbuka ada beberapa progam penyuluhan yang setiap harinya
berbeda untuk disosialisasikan kepada narapidana dan tahanan. Program ini diberikan
untuk meningkatkan kualitas pembinaan narapidana atau tahanan yang ada di rumah
tahanan. Untuk jadwalnya hari senin kursus bahasa inggris, hari selasa pelatihan band
WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), hari rabu penyuluhan HIV atau AIDS, hari
kamis itu nonton bareng dan pengarahan, hari jumat penyuluhan narkotika, dan hari
sabtu dan minggu diadakan olahragah.

Jam 15.00 bagi yang bergama Islam menunaikan shalat asyar setelah shalat
ada kegiatan agama adapun kegaiatan agama diantaranya: ada kajian al-quran,
pangajian iqro, kajian hadist, ceramah seputar keislaman, kajian kitab kuning. Yang
mengisi kegiatan keagamaan biasanya didatangkan dari luar. Bagi yang bergama
Kristen dan Katolik biasanya ibadah di hari minggu diberikan waktu jamnya sendiri
atau bergilir dikarenakan penghuni rumah tahanan kelas 1 Surabaya sangat banyak,
untuk bergama Kristen dari pagi sampai siang dilanjutkan yang beragama Katolik
dari siang sampai sore dan untuk setiap harinya diwaktu sore juga ada kegiatan

kajiannya sendiri.*®

12 TS, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019.
13 Banendra Rhama, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019
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Jam 16.00 pembagian makan sore dan penutupan blok pada jam 17.00. uantuk
yang bergama Islam shalat magrib dan shalat isya dilakukan didalam blok adapun
yang ingin berjamaah setiap blok difasilitasi musholah untuk berjamaah dan pukul
21.00 semua narapidana dan tahanan diharuskan istirahat. Untuk beragama Hindu,
Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan menjalankan ibadahnya itu sementtara ini
sendiri-sendiri karena tempat khusus untuk menjalankannya belum ada. Untuk hari
kamis tepat pukul 18.00 diadakan shalat tobat berjemaah dan bagi yang melakukan

shalat tobat itu didata dulu bagi yang mau saja.**

. Keadaan Sosial

Di rumah tahanan kelas 1 Surabaya terdapat narapidana dan tahanan juga
petugas pemerintah. Setiap harinya rumah tahanan kelas 1 Surabaya keseluruhan
narapidana dan tahanan itu tidak pasti karena setiap harinya ada pemindahan
narapidana dan tahanan ke LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) seJawa Timur.
Pendataan pada tanggal 18 juli 2019 narapidana atau tahan ber berjumlah 3041 orang.
Tahanan dan narapidana disini dibedakan dalam arti narapidan merupakan orang
yang menjalankan pidana atau sudah divonis masa tahanannya sedangkan tahanan
merupakan orang yang sedang proses pengadilan dan belum diputuskan. Di rumah
tahanan klas 1 Surabaya terdiri dari tahanan laki-laki dan perempuan untuk yang laki-
laki ada 2883 orang, yang perempuan 151 jadi total tahanan berjumlah 3034. Untuk

narapidananya laki-laki berjumlah 7 yang perempuan tidak ada. Jadi total keseluruhan

“ Dokumen Arsip Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.



41

tahanan dan narapidana laki-laki berjumlah 2890 dan perempuan berjumalah 151.%
Untuk rumah tahanan klas 1 Surabaya ini berkapasitas kurang lebih 500 orang
tahanan dan narapidana tetapi yang terjadi terdapat kurang lebih 3000 orang tahanan
dan narapidana bisa dibilang over.'® Penghuni tahanan dan narapidana paling banyak
antara tahanan dan narapidana laki-laki dan perempuan itu kebanyakan itu tahanan

dan narapidana laki-laki.

Dalam rumah tahanan kelas 1 Surabaya untuk agamanya narapidana dan
tahanan presentase dari 100 persen yang beragama Islam presentasinya sekitar 87
pesren, Katolik dan Kristen itu sekitar 10 persen. beragama Hindu, Budha dan
Konghucu hanya 3 persen saja.'’” Mayoritas tahanan dan narapidana yang di rumah

tahanan kelas 1 Surabaya itu beragama islam.

Penghuni narapidana dan tahanan itu ada 11 blok terdiri dari blok A penghuni
tahanan 757 dan narapidana 1 jadi total blok A berjumlah 758. Blok B penghuninya
keseluruhan tahanan berjumlah 750. Blok C penghuninya keseluruhan tahanan
berjumlah 776, Blok D penghuni tahanan 58 dan narapidana 1 jadi total blok D
berjumlah 59. Blok E penghuninya keseluruhan tahanan berjumlah 24. Blok F
penghuni tahanan 149 dan narapidana 1 jadi total blok E berjumlah 150. Blok G ini
berbeda dari blok-blok yang lain karena di blok G ini blok khusus yang mana sel-sel

didalam blok ini merupakan sel isolasi atau sebutan dengan sel tikus, sel tikus ini

> Dokumen Arsip Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.
' Emal Baskoro, Wawancara, Medaeng, 17 Juli 2019.
' Barendra Rhama, Wawancara, Medaeng, 17 Juli 2019.
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ditempati oleh orang-orang yang melanggar peraturan seperti bertengkar dengan
pengbuni yang lain dan membuat kericuhan. Blok ini terdiri dari tahanan laki-laki,
yang penghuninya berjumlah 189 narapidananya berjumlah 2 jadi total berjumlah 191
untuk tahanan perempuan yang sel isolasi ada sel sendiri yang terpisah dari blok G.
Blok H penghuni tahanan 21 dan narapidana 2 jadi total blok H berjumlah 23. Blok |
penghuninya keseluruhan tahanan berjumlah 64. Blok J penghuninya keseluruhan
tahanan berjumlah 61. Blok W ini juga berbeda dari blok yang lain dimana blok ini
khusus untuk wanita, dan blok ini terdapat juga sel isolasi atau sel tikus. Blok W ini
keseluruhan penghuni adalah tahanan, tahanan yang tidak masuk sel isolasi atau sel
tikus berjumlah 117 dan tahanan isolasi atau sel tikus berjumlah 34 total keseluruhan

berjumlah 151."

Keadaan pegawai berdasarkan Pendidikan dari jenjang S2 ada 4 orang laki-
laki. Jenjang S1 laki-laki 63 orang dan perempuan 7 orang jadi total jumlah 70 orang.
Jenjang D3 ada 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan total jumlah 4 orang.
Jenjang SMA ada 41 orang laki-laki dan 6 orang perempuan total jumlah 47 orang.
Untuk jenjang SMP tidak ada dan untuk jenjang SD hanya ada satu orang laki-laki.™
Pegawai rumah tahanan klas 1 Surabaya ini kebanyakan yang berjenis kelamin laki-
laki yang berjumlah 112 jntuk yang perempuan berjumlah 14. Pegawai yang
jenjangnya paling banyak antara jenjang S2, S1, D3, SMA, SMP dan SD itu S1 yang

berjumlah 70 orang pegawai.

'8 Dokumen Arsip Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.
9 Dokumen Arsip Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.



BAB IV

PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA

A. Kebijakan Kehidupan Keagamaan Di Rumah Tahanan

Menurut Ealau dan Prewit, kebijakan adalah sebuah perilaku ketetapan yang berlaku
yang mempunyai kosisten dan tidak berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang
menaatinya. mendefinisikan kebijakan sebagai juga merupakan prinsip-prinsip mengatur
tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, sedangkan kebijakan menurut Titmuss
senantiasa berorientasi kepada masalah yang berorientasi kepada tindakan.' Dalam hal ini dari
dua tokoh tersebut sama mengartikan kebijakan itu masuk dalam prinsip-prinsipnya.

Menurut Carl Friedrich yang mengartikan kebijakan adalah serangkaian tindakan atau
kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan. kebijakan
tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Definis kebijakan yang diberikan Friedrich berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud
dan tujuan yang meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah
untuk dilihat tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud ini
merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.? Kebijakan suatu tindakan untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan yang ada.

Kebijakan di rumah tahanan memang diperlukan guna mengatasi permasalah bagi

narapidana dan tahanan. Kebijakan yang sudah di tetapkan dalam undang-undang nomor 12

'Suharto Edi, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Jakarta: Alfabeta, 2008), 5.
2 Edi, Kebijakan Sosial,, 6.
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tentang kemasyarakatan.® Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 pemasyarakatan adalah
kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan
sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan
dalam tata peradilan pidana.

Adapun sistem pembinaan merupakan suatu tatanan mengarahkan dan pembatasan cara
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara
terpadu antara pembina dengan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga
binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungannya serta bisa aktif berperan dalam
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.’
Pemasyarakatan merupakan pembinaan bagi narapidana dan tahanan berguna untuk menjadi
seorang yang berubah lebh baik.

Pembinaan merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara teratur dan
terarah juga proses belajar untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan
yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja
yang menjadikan diri sendiri lebih baik dari sebelummuanya.® Pembinaan proses pengarahan dari
pemerintah untuk narapidana untuk menjadi diri lebih baik.

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan
yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan dan pertumbuhan
atas berbagai kemungkinan. Perkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada unsur definisi
pembinaan yaitu: pertama, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan

tujuan, dan kedua, Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. Menurut

® Andri Setyawan, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019.
* Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
®> A. M. Mangunhardjana, Pembinaan: Arti dan Metodenya (Yogyakarta: Kanisius, 1986), 12.
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Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.® Pembinaan merupakan
upaya memperbaiki diri seseorang.

Pembinaan terhadap narapidana dan tahanan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian (pembinaan kesadaran beragama,
pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan
pembinaan kesadaran hukum) serta pembinaan kemandirian (pemberian berbagai macam
keterampilan, antara lain kerajinan tangan, perbengkelan, pertukangan, peternakan dan
pertanian). Fungsi pembinaan terhadap narapidana adalah: Pertama, penyampaian informasi dan
pengetahuan, kedua, perubahan sikap, ketiga, latihan dan pengembangan sikap.’

Disini kita memfokuskan dengan satu kebijakan yaitu kebijakan kehidupan keagamaan di
rumah tahanan. Kebijakan kehidupan keagamaan merupakan tindakan hidup keagamaan dengan
cara pembinaan. Kebijakan juga bisa dikaitkan dengan hak-hak narapidana, dimana komponen
hak-hak narapidana yang sudah ada dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang
syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan ini masuk ke dalam
kebijakan keagamaan. Hak-hak narapidana yang ditetap dari pemerintah mengenai keagamaan
ialah diberi kebebasan dalam menjalakan kenyakinan yang dipercayai. Tetapi apabila komponen
hak-hak narapidana salah satu tidak berjalan maka oleh itu kebijakan kehidupan keagaamaan
kurang terpenuhi.

Dari pemerintah sendiri memiliki progam yaitu pembinaan bagi narapidana. program
tersebut masuk dalam kebijakan kehidupan keagamaan dimana pedoman pembinaan kepribadian.

Para narapidana akan mendapat binaan agar kelak jika sudah keluar dari rumah tahanan tidak

® Ibid, 13.
7Mangunhardjana, Pembinaan: Arti, 13.
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mengulangi kriminalnnya. Narapidana diarahkan oleh petugas rumah tahanan dalam kegiatan
keagamaan.®

Pembinaan narapidana dan tahanan bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia
seutuhnya dan tidak mengulangi kesalahannya. Harapannya agar pembinaan menambah
keimanan dan membina mereka berinteraksi secara wajar dalam kehidupan selama di lapas dan
setelah keluar dari penjara. Pembinaan keagamaan narapidana dan tahanan ditujukan agar selama
masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya berhasil meningkatkan
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan.® Pembinaan keagamaan dispesifikan dalam kegiatan
keagamaan rutin yang dilakukan oleh para pemeluk agama masing-masing maupun penghayat
yang ada di rumah tahanan. Sementara ini agama yang disah oleh agama antara lain: agama
Islam, agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama
Konghucu dan baru-baru ini disahkan oleh pemerintah yang menganut aliran kepercayaana.

Adapun pembinaan sesuai dengan agamanya masing-masing, diantaranya: agama Islam
pembinaan keagamaan seperti belajar tutunan ibadah shalat lima waktu, shalat jumat berjamaah,
shalat tarawih, membaca serta menulis alquran, hingga ceramah Islam mingguan. Sedangkan
beragama Kristen pembinaan kebaktian, renungan malam dan pemahaman alkitab. Yang
Beragama Hindu menjalakan pembinaan tuntunan karma yoga, puja Tri Sandhya. Bagi
beragama Buddha pembinaan tutunnan sembahyang, meditasi dan membaca kitab Tripitaka,
yang terakhir beragama Konghucu pembinaan sembahyang dan membaca kitab susi (kitab yang
ke empat).'® Kenyataan yang terjadi di rumah tahanan klas 1 Surabaya bagi yang hanya beberapa
agama yang berjalan dengan baik contohnya saja yang bergama Islam, Kristen dan Katolik

pembinaan keagamaan sangat begitu diperhatikan dalam rumah tahanan kelas 1 Surabaya di

® Aris Siswanto, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019.
o Mangunhardjana, Pembinaan: Arti, 14.
Olpid., 15.
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Medaeng disediakan contohnya didatangkan pemuka agama oleh petugas pemerintah untuk
berceramah atau siraman rohani tetapi untuk yang selain yang beragama Islam, Kristen dan
Katolik di rumah tahanan belum disediakan dan untuk Buddha, Hindu, Konghucu untuk aliran
kepercayaan kurang berjalan pembinaan keagamaannya. Untuk narapidana dan tahanan yang
menganut aliran kepercyaan dirumah tahanan tidak ada. Yang beragama selain Islam, Kristen
dan Katolik kurang mendominasi dikarenakan jumlah narapidana yang menganut agama tersebut
bisa dihitung.

Mekanisme dalam pembinaan kegiatan keagamaan dilaksanakan oleh Pembina
pemasyarakatan yang berada dibawah kordinasi pejabat yang berkaitan dengan pembinaan di
rumah tahanan. Metode yang digunakan dalam pembinaan adalah ceramah, diskusi, simulasi
dan penugasan. Adapun mekanaisnya adalah pertama, mendata narapidana yang mengikuti
kegiatan. Kedua, menyediakan tempat untuk kegiatan. Ketiga membuat jadwal kegiatan.
Keempat koordinasi dengan kepala pengamanan Lembaga Pemasyarakat atau kepala pengaman
rutan dan yang terkahir kelima, koordinasi dengan instansi terkait. Prosedur dalam pembinaan
dengan cara menunjukan tempat pembinaan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang
dibuat oleh UPT ( Unik Pelakanaan Teknis ) setempat, petugas juga mengatur ruang pembinaan
dan juga mengatur narasumber yang memberikan materi yang sudah ditentukan. !Jadi
Pembinaan di semua rumah tahanan itu memiliki prosedur juga di rumah tahanan Klas 1
Surabaya ini juga memliki prosedur. Prosedurnya hampir mirip yang dipaparkan diatas.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan di rutan khususnya pembinaan keagamaan
sangatlah penting mengingat kegiatan di dalam rumah tahanan negara bukan hanya sekedar
untuk menghukum tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan pemasyarakatan

(WBP) mampu menyadari kesalahan yang sudah mereka perbuat dan dapat memperbaiki diri

1 Mangunhardjana, Pembinaan: Arti, 16.
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serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.*? Peningkatan kualitas dan
kuantitas bagi narapidana itu dibutuhkan khususnya dalam bidang keagamaan.

Jadi bisa ditarik kesimpulan dalam kebijakan kehidupan keagamaan di rumah tahanan
kelas 1 Surabaya untuk mengubah narapidana dan tahanan menjadi baik perlunya ada
pembinaan. Pembinaan ini sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 12 tentang
pemasyarakatan. Pembinaan ini menuntun narapidana dan tahanan lebih mendalami keagamaan.
Lebih mendalami keagamaan contohnya saja yang bergama Islam, Kristen dan Katolik, dimana
narapidana dan tahanan yang beragama tesebut dituntun lebih mengenal keagamaannya dengan
cara pembinaan tutunan ibadahnya. Setiap pembinaan ada yang namanya mekanisme yang di
bawah koordinasi pejabat rumah tahanan. Pembinaan bagi narapidana dan tahanan sangat
penting guna menyadarkan untuk menjadi lebih baik. Untuk pembinaan di rumah tahanan kelas
1 Surabaya ini yang beragama Islam, Kristen dan Katolik ada pembinaan dan sudah mendapat
hak pembinaan tetapi sangat disayangkan yang beragama Buddha, Hindu dan Konghucu belum
ada pembinaan untuk narapidana dan tahanan. Hal itu bisa dibilang bahwa adanya ketidak
adalilan bagi yang beragama Buddha, Hindu dan Konhucu karena belum mendapat haknya
dalam pembinaan. Di rumah tahanan kelas 1 Surabaya saat ini belum ada narapidana dan tahanan

yang menganut aliran kepercayaan.

. Kegiatan Keagamaan
Kegiatan keagamaan para tahanan kelas 1 Surabaya berbagai macam kegiatan

keagamaan, dikategorikan kegiatan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan

12 Rahtami Susanti, “Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana «, Jurnal Kosmik
Hukum,Vol. 17 No. 2 (Juni 2017).
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Konghucu. Untuk yang aliran kepercayaan belum ada narapidana dan tahanan kelas 1 Surabaya
yang menganut aliran kepercayaan.

Kegiatan untuk yang beragama Islam setiap harinya menjalankan ibadah wajib itu sudah
dijadwalkan dari petugas diantaranya: shalat lima. Shalat lima waktu terdiri dari shalat subuh
yang dilakukan pada pukul 04.00 dan juga shalat subuh ini bagi narapidana bisa dilakukan di
dalam blok tetapi ada beberapa tahanan yang bisa melakukan shalat subuh di masjid yang
disediakan oleh pegawai. Adapun tahanan dan narapidana bisa berjemaah shalat subuh itu hanya
narapidana dan tahanan yang sudah ditugas dalam masjid.

Untuk shalat zuhur dilakukan pukul 12.00 semua narapidana dan tahanan diperbolehkan
menjalankan ibadah berjemaah di masjid tetapi kapisitas masjid hanya bisa dihuni kurang lebih
400 orang. Sedangkan yang beragama Islam itu bisa lebih dari 400 tetapi kenyataan yang terjadi
tidak semua yang bisa ikut berjemaat di masjid ada juga narapidana dan tahanan melakukannya
di blok masing-masing.*® Khusus ibadah hari jumat terdapat semua narapidana dan tahanan yang
beragama Islam menunaikan shalat jumat dengan kondisi jumlah narapidana dan tahanan sangat
banyak dengan kapasitas masjid tidak cukup hingga secara otomatis jemaat shalat jumat itu ke
luar masjid dalam arti hingga area depan masjid yaitu jalan yang menuju kantor,**

Untuk shalat asar di pukul 15.00 sama seperti shalat zuhur tidak semua narapidana dan
tahanan bisa ikut berjemaat asar. Setelah shalat asar khusus yang bergama Islam ada beberapa
kegiatan keagamaan seperti pembinaan kajian alquran yang dilakukakn disetiap hari senin, hari
selasa ada pembinaan pengajian iqro’ (baca tulis alquran), hari rabu pembinaan kajian hadist,
hari kamis pembinaan ceramah agama Islam, hari jumat pembinaan kajian kitab kuning, hari

sabtu pembinaan ceramah agama Islam dan hari minggu pembinaan kajian agama Islam.

3 TS, Wawancara, Medaeng, 16 Juli 2019.
14 Banendra Rhama, Wawancara, Medaeng, 17 Juli 2019.
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Pukul 18.00 dilakukan shalat magrib adapun menjalakan ibadahnya sama seperti ibadah
shalat subuh dan juga shalat isya di jam 19.00 juga sama menjalakan ibadahnya sama seperti
ibadah subuh dan magrib. Adapun shalat sunnahnya ada bebearapa contohnya saja shalat dhuha,
shalat tahajud, shalat tasbih, shalat tobat. Salah satu tahanan yang berinisial A yang bergama
Islam usia 25 tahun terkena kasus narkoba mengatakan “untuk sholat sunnahnya biasanya
tergantung individu masing-masing waktunnya kapan-kapan tetapi yang shalat tobatnya itu
diadakan berjamaah sebelum shalatnya itu didata dari pihak petugas dan shalat tobatnya
biasanya setiap kamis malam waktu setelah shalat magrib”."® Jadi bisa disimpulkan untuk shalat
wajib itu sudah dijadwalkan sedangkan yang ibadah sunnahnya dijalankan individu hanya untuk
shalat tobat dijadwalkan dari petugas untuk menkoordinasi.

Diagama Islam juga ada juga namanya ibadah puasa. Puasa juga dibagi dua puasa wajib
dan puasa sunnah, untuk ibadah wajibnya puasa ramadan seluruh tahanan narapidana
menjalankan puasa di bulan ramadan dan pada waktu puasa ramadan ini ada satu momen dimana
narapidana dan tahanan dizinkan buka bersama dengan keluarganya hanya satu atau dua kali
saja.’® Untuk ibadah sunnahnya puasa seperti puasa senin dan kamis, untuk puasa sunnahnya
sama seperti ibadah shalat sunnah yang di atas. Serta ada beberapa kegiatan keagamaan
pendukung seperti selawatan, mendengarkan ceramah agama dilakukan setiap sore, selawatan,
istighosah dan yasinan ini bisa dilakukan setelah salat asar atau setelah ceramah agama.'” Untuk
ibadah sunnahnya hanya dilakukan secara individu bagi narapidana dan tahanan yang memiliki

kesadaran spiritual. Untuk hari raya idul fitri dan adha narapidana dan tahanan bisa

> A, Wawancara, Medaeng, 16 Juli 2019.
16 Aris Siswanto, Wawancara, Medaeng, 17 Juli 2019.
7 A. Wawancara, Medaeng, 16 Juli 2019.
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merayakannya di rumah tahanan kecuali narapidana dan tahanan mendapat remisi bisa
menjalanakn di kampung halamannya.*®

kegiatan untuk yang beragama agama Kristen dan Katolik hampir sama. Kebanyakan
yang beragama Katolik.*® Adapun yang kegiatan keagamaan yang dijadwalkan itu setiap harinya
berbeda setiap harinya. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik biasannya Jam 09.00 ada
kegiatan seperti hari senin, selasa dan rabu ada kegiatan kebaktian gereja hari kamis ada kegiatan
ibadah sendiri dan hari jumat pembinaan pendalaman alkitab dan hari minggu ibadah mingguan,
untuk hari minggu khusus ibadahnya bergiliran dikarenakan narapidana dan tahanan lumayan
banyak yang beragama Kristen dan Katolik gilarannya dari pagi hingga siang khusus bagi
tahanan dan narapidana beragama Kristen dan agama Katolik dari sinang sampai sore. Ada salah
tahanan yang berinisial C yang bergama Kristen berusia 31 tahun mengatakan “Untuk yang
tahanan yang beragama Kristen dan Katolik ibadahnya bisa setiap hari tidak harus minggu
saja”.®® Untuk hari raya sepeti natal dan paskah juga sama sepeti agama Islam dirayakan di
rumah tahanan dan yang mendapat remisi bisa merayakan natal di kampung halamannya.

Untuk narapidana dan tahanan yang beragama Buddha, Hindu dan Konghucu itu belum
ada kegaiatan keagamaan. Sedangkan, yang menganut aliran kepercayaan di rumah tahanan
kelas 1 surabaya tidak ada narapidana dan tahanan yang menganut aliran penghayat. Untuk
narapidana dan tahanan bergama Buddha merayakan hari besar seperti waisak itu bisa dirayakan
di rumah tahanan dan bagi narapidana dan tahanan yang mendapatkan remisi bisa merayakan di
kampung halamannya. Juga yang beragama Hindu dalam rumah tahanann kelas 1 Surabaya
dirayakan di rumah tahanan dan bagi narapidana dan tahanan yang mendapatkan remisi bisa

merayakan di kampung halamannya dan yang bergama Konghucu dala hari raya imlek bisa

'8 Andri Setyawan, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019.
9 Emal Baskoro, Wawancara, Medaeng, 17 Juli 2019.
2 C, Wawancara, Medaeng, 16 Juli 2019.
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dirayakan di rumah tahanan dan bagi narapidana dan tahanan yang mendapatkan remisi bisa
merayakan di kampung halamannya.”* Jadi untuk kegiatan keagamaan yang minoritas belum ada
kegiatan yang dijadwalkan dari petugas rumah tahanan kelas 1 Surabaya.

Jadi bisa disimpulkan dalam kegiatan keagamaan yang sudah di jadwalkan oleh petugas
rumah tahanan ada beberapa kegiatan keagamaan yang berjalan sangat baik khususnya yang
bergama Islam, Kristen dan Katolik. Hanya saja yang beragama Hindu, Buddha dan Konghucu
kegaitan keagamaannya tidak ada. Hal ini menujukkan bahwa petugas rumah tahanan kelas 1

kurang meperhatikan jadwal untuk yang beragama Hindu, Buddha dan Konghucu.

. Kebebasan Narapidana Dalam Menjalankan Agama Yang Diyakininya

Hak-hak narapidana yang sudah ditetapkan pada peraturan perintah nomor 32 tahun 1999
mengenai setiap narapidana dan anak didik berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya di dalam HAM (Hak Asasi manusia) terdapat prinsip-prinsip kebebasan bahwa
kebebasan beragama itu memilih anutan agama atau kepercayaan sesuai dengan hati nurani.
Setelah mewawancarai beberapa tahanan kelas 1 Surabaya yang ada di Medaeng, untuk
kebebasan narapidana dan tahanan mengatakan memiliki kebebasan dalam masalah memilih
agamanya tidak ada paksaan dari pihak pemerintah.

Seperti yang dikatakan salah satu narapidana yang terkena kasus perampasan yang
berinisial TS berusia 38 tahun yang beragama Islam mengatakan “kebebasan memilih agamanya
di rumah tahanan ini dibebasin”, bahkan perkatakan salah satu tahanan yang berinisial C berusia
31 tahun beragama Kristen ini bisa memilih agama juga menjalankan ibadahanya bahkan untuk

menjalan ibadah di luar rumah tahanan diberi izin keluar tahanan dengan beberapa syarat untuk

2L Andri Setyawan, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019.
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menjalankan ibadahnya bersama keluarganya.”> Didukung dari perkataan tahanan berinisial P
yang terkena kasus pemalsuan berkas berusia 33 tahun beragama Islam mengatakan “kebebasan
di rumah tahanan ini bebas memilih agamanya dan juga menjalankan ibadahnya ada teman saya
yang beragama tetapi tidak menjalankan ibadahnya”.*

Untuk narapidana dan tahanan yang menjalankan ibadahnya itu sepenuhnya dibebaskan
kapan saja tetapi untuk tempat menjalankan ibadanya ada peraturan dimana narapidana dari jam
07.00 sampai jam 17.00 dibebaskan menjalankan ibadahnya diluar blok atau sel. Sedangkam dari
jam 17.00 sampai 07.00 para tahanan dan narapidana hanya bisa menjalankan di dalam blok dan
tahanan.**

Bisa dilihat dalam rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng ini ada kebebasan
memilih agama sesuai dengan hati dan menjalankan ibadanya tanpa ada paksaan juga berarti
prinsip-prinsip kebebasan memilih kenyakinan yang dianut sesuai dengan hati nurani berjalan
dengan baik tetapi untuk prinsip-prinsip kebebasan yang memilih tidak beragama (ateis) itu
dirumah tahan itu tidak bisa berjalan dikarenakan peraturan pemerintah negara Indonesia yang
menuntut rakyat harus mememilih satu agama yang menjadi kenyakinannya.

Ada beberapa tahanan yang merasa mengatakan lain dari sebelumnya salah satu tahanan
berinisial HS berusia 38 tahun beragama Islam, masuk penjara terkena kasus penggelapan dana
dalam hal kehidupan keagamaan ada pengekangan dari petugas pemerintah dikarenakan narapida
berinisial HS tersebut dipekerjakan oleh petugas perintah dalam menangani berkas-berkas

contohnya saja mengerjakan berkas-berkas untuk pengurusan pembebasan, membuat benner-

benner dan memotong kertas kunjungan. Dalam kehidupan keagaamaan HS ini ingin melakukan

22 TS, Wawancara, Medaeng, 16 Juli 2019.
2 p Wawancara, Medaeng, 16 Juli 2019.
** Andri Setyawan, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019.
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ibadah wajib berjamaah tetapi adanya perkerjaan yang diberikan dari petugas pemerintah.” Bisa
dilihat ada beberapa narapidana yang merasa kehilangan hak dalam melakukan aktivitas
keagamaannya.

Tahanan yang berinisial AP berusia 25 tahun  beragama Islam yang terjerat kasus
perampokan dalam kehidupan keagamaan di rumah tahanan ini juga kebebasan dalam
menjalankan ibadahnya kurang bebas dikarenakan narapida berinisial AP tersebut dipekerjakan
oleh petugas perintah di bagian dapur. Menurut AP waktu menjalankan ibadah shalat jumat itu
sering kali tidak bisa ikut menjalankan ibadah shalat jumat dikarena punya tugas di bagian dapur.
Kesibukan tahanan AP didapur sangat menjerat dia tidak bisa bisa shalat jumat padahal ada
keinginan menjalankan ibadah shalat jumat.?®

Dari dua pemaparan tahanan yang beriniasial HS dan AP bisa ditarik kesimpulan bahwa
untuk tahanan dan narapidana berinisial HS dan AP yang membantu petugas rumah tahanan
dalam mengurus rumah tahanan kelas 1 Surabaya itu kurangnya hak pemenuhan dalam
menjalankan ibadanya secara berjemaat dikarenakan kesibukan yang menghalanginya.

Sudah dijelaskan dalam bab dua bagian prinsip-prinsip kebebasan beragama juga berarti
kebebasan berpindah agama sesuai dengan perseorangan. Hal ini merupakan keputusan bagi
perseorangan tersebut. Dalam rumah tahanan kelas 1 Surabaya ini ada kejadian yang berpidah
agama juga dari agama Kristen ke agama Islam itu sampaikan oleh satu pegawai rumah
tahanan.”’ Jadi kita bisa menganalisis memang ada kebebasan dalam berpidah agama sekalipun

narapidana dan tahanan. Setiap orang berhak berpindah agama sesui keinginan orang tersebut.

% HS, Wawancara, Medaeng, 16 Juli 2019.
% AP, Wawancara, Medaeng, 16 Juli 2019
27 Andri Setyawan, Wawancara, Medaeng, 18 Juli 2019.
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Hak-hak narapida dalam peraturan perintah nomor 32 tahun 1999 juga menyatakan
bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan
jasmani. Perawatan rohani lebih ditekan melalui bimbingan keagamaan, bimbingan keagamaan
ini sama halnya pembinaan keagamaan yang dipaparkan di atas. Untuk perawatan rohani
narapida dan tahanan melalui pembinaan yang disediakan dari petugas rumah tahanan. Di rumah
tahanan kelas 1 Surabaya ada ini perawatan kerohaniaan itu bersifat ceramah agama dan siraman
rohani. Hanya saja hak yang terpenuhi dalam pembinaan itu yang beragama Islam, Katolik dan
Kristen untuk yang beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu belum ada pembinaan. Jadi untuk
perawatan rohani di rumah tahanan kelas 1 Surabaya tidak semua narapidana dan tahanan
mendapatkan hak perawatan rohani tersebut.

Sedangkan perawatan jasmani itu narapidana dan tahanan juga diberikan kesempatan
melakukan olah raga, tidur, mandi, makan dan beraktivitas yang lain. Kenyataaan yang terjadi
rumah tahana kelas 1 Surabaya untuk perawatan jasmani dalam semua bentuk perawatan rohani
diberikan tapi dalam segi diberi makan itu kurang diperhatiakan ungkapan dari salah satu
tahanan yang berinisial A untuk pemberian makanan itu kurang begitu layak dari dulunya, hanya
tahun ini pemenuhan makanan sedikit dimembaik dari tahun sebelumnya. * Pemenuhan
perawatan jasmani dalam segi memberi makanan itu kurang diperhatikan dalam segi
kelayakannya oleh petugas rumah tahanan kelas 1 surabaya.

Hak narapidana dan tahanan juga mendapatkan remisi disampaikan di peraturan
pemerintah nomor 32 tahun 1999. Adapun remisi yang didapatkan untuk narapidana harus
memenuhi syarat. Syarat untuk memenuhi remisi ada dua syarat yaitu: pertama, syarat eksekusi

untuk pidana umum diantaranya: tidak melanggar peraturan yang ditetapkan dirumah tahanan,

%8 A, Wawancara, Medaeng, 16 Juli 2019.
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mengajukan surat remisi sebelum 6 bulan dan sudah menjalankan 6 bulan masa kurung dihitung
dari tanggal pemberian surat penangkapan. Untuk pidana khusus (teroris, korupsi, narkotika yang
menjalini masa tahana 5 tahun lebih dan kejahatan HAM berat). Syaratnya harus melunasi denda
kerugian negara, harus ada surat kerjasama hukum dengan kelauarga dan sudah menjalankan 6
bulan masa kurung dihitung dari tanggal pemberian surat penangkapan. Syarat kedua, syarat
subtansinya harus berkelakuan baik dan ikut serta dalam pembinaan.

Kebebasan beragama yang terjadi rumah tahanan dalam hal fasilitas yang diberikan
pemerintah kepada narapidana dan tahanan kurang memadai contohnya saja tempat ibadah.
Tempat ibadah yang difasilitasi pemerintah hanya yang beragama tetentu seperti agama Islam
ada tempat ibadanya masjid dan agama Kristen ada tempat ibadahnya gereja sedangkan yang
beragama minoritas seperti agama Hindu, Buddha dan konghucu belum ada tempat ibadah
khusus hanya jika melakukan ibadahnya di blok saja. Untuk tahanan yang bergama Hindu,
Buddha dan Konghucu tempat ibadah kurang diperhatikan dikarenakan tidak banyak orang
beragama tersebut, tidak hanya itu dalam hal pembinaan keagamaan itu hampir sama dengan
menfasilitasi dimana pemerintah kurang memperhatikan khususnya yanga beragama Hindu,
Buddha dan Konghucu hanya ada pembinaan untuk yang beragama Islam, Kristen dan Katolik.

Secara tidak lansung terjadi itu ketidak adilan dalam memenuhi fasilatas dalam bidang
keagmaan. Sedangkan dalam HAM mengenai prinsip-prinsip kebebasan beragama itu terdapat
kebebasan beragama menuntut negara untuk berlaku adil terhadap seluruh agama dan
kenyakinan yang hidup di masyarakat tersebut. Negara mempunyai kewajiban dalam tindakan
tanpa adanya diskrimasi terhadap agama atau kepercayaan yang lain. Jadi bisa disimpulkan

bahwa di rumah tahanan kelas 1 Surabaya ada ketidak adilan dalam memenuhi hak-hak
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narapidana dan tahanan seutuhnya dikarenakan fasilatas belum terpenuhi sepenuhnya bagi
narapidana dan tahanan.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa di rumah tahanan kelas 1 Surabaya adanya kebebasan
dalam memilih dan menjalankan agamanya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun
1999. Narapidana dan tahanan juga memiliki banyak hak-hak diantaranya hak mendapatkan
perawatan rohani dan perwatan jasmani serta mendapatkan remisi juga fasilitas dalam
menjalankan ibadahnya. Hanya saja pemerintah belum bisa memenuhi hak-hak narapidan dan
tahanan dalam segi fasilitas juga perawatan jasmaninya ada yang belum bisa terpenuhi untuk

yang beragama Hindu, Buddha dan Konghucu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari urain yang penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan:

1. Kebijakan pembinaan pada dasarnya kebijakan untuk kehidupan keagamaan
sebagaimana dalam undang-undang nomor 12 tentang kemasyarakatan. Dalam
hal ini pembinaan keagamaan masih ditemukan adanya pengabaian terhadap
kelompok minoritas dianataranya agama Hindu, Buddha dan Konghucu.

2. Kegiatan keagamaan disesuaikan dengan agama penghuni rumah tahanan kelas
1 Surabaya. Hal ini bisa menfasilitasi penghuni rumah tahanan kelas 1
Surabaya yang ingin menjalankan kewajiban agama. Sekalipun demikian,
sebagaimana yang ditemukan fasilitas kegiatan keagamaan ini mengabaikan
kelompok minoritas agama.

3. Hak-hak kebebasan beragama penguni rumah tahanan kelas 1 Surabaya bisa
dikatakan dipenuhi rumah tahanan kelas 1 Surabaya bisa dikatakan dipenuhi
dengan baik. Sekalipun ada program pembinaan, namun para penghuni rutan
sepenuhnya dibebaskan untuk ikut atau tidak. Sekalipun demikian, ada
beberapa kasus dimana penghuni tidak bisa menjalankan ibadah karena
terhalang jam kerja. Hal ini bisa dikatakan ada pelanggaran hak asasai manusia

dalam menjalankan ibadah ajaran agama.
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B. Saran

Diharapkan pemerintah tidak boleh ada pengabaian dalam segi apapun terhadap
kelompok minoritas agama Hindu, Buddha dan Konghucu dan pemerintah
diharapkan memperhatikan penghuni rumah tahanan untuk kelmpok minoritas agama
Hindu, Buddha dan Konghucu.

Diharapkan pemerintah tidak boleh ada kegitan yang menghalangi penghuni
untuk menjalankan ajaran agamanya dan juga pemerintah diharapkan memberi
fasilitas penuh untuk agama minoritas diantaranya tempat ibadah, pembinaan
keagamaan dan diberikan jadwal kegaiatan keagamaannya. Juga diharapkan
memenuhi dalam segi perawatan rohani dan perawatan jasmani untuk penghuni

rumah tahanan.
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